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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pengaturan kewenangan BPN dalam menangani sengketa pertanahan, diatur 

dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan 

Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan 

Penanganan Kasus Pertanahan dan saat ini telah diganti dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016.   

b. Penanganan penyelesaikan sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan  

terkait sengketa pertanahan telah ditindak sesuai dengan kewenangan yang 

ada padanya. Adapun hasil dari memfasilitasi penanganan penyelesaian 

sengketa pertanahan tersebut bergantung pada kelengkapan administratif 

dan kesediaan para pihak yang bersengketa untuk dimediasi. 

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah di 

BPN Provinsi Gorontalo berdasarkan temuan di lapangan penelitian adalah : 

1. Faktor Internal  

Dimana faktor internalnya adalah faktor sangat yang mempengaruhi pihak-

pihak mediator BPN dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan yang datangnya dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber 
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daya manusia (SDM) mereka itu sendiri, sehingga yang menjadi kendala 

internalnya adalah : 

1) faktor pendidikan pihak-pihak mediator dalam Kantor BPN 

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, di antara beberapa 

divisi sebagaimana yang telah digambarkan dalam bagan di atas, 

ada sekitar 6 orang namanya yang tidak sarjana, 6 orang pula 

yang bergelar sarjana, juga beberapa diantaranya ada yang 

mempunyai gelar magister, bahkan divisi khusus sengketa dan 

konflik pertanahan juga pada divisi pengendalian pertanahan, 

Kepala Seksinya adalah tidak memiliki gelar sarjana, hanya saja 

pada divisi penanganan perkara pertanahan Kepala Seksinya 

bergelar sarjana. Jadi apabila ditinjau dari segi tingkat 

pendidikan formal pihak-pihak mediator ini masih cukup 

tertinggal. Hal ini dapat dilihat dalam jumlah pengangkatan 

anggota divisi dalam struktur organisasi Kanwil BPN Provinsi 

Gorontalo sebagaimana yang telah digambarkan di atas. Kondisi 

pendidikan pihak-pihak mediator inilah yang dapat dijadikan 

acuan bahwa bisa saja dalam memediasi perkara hasilnya dapat 

dikatakan belum seimbang atau proporsional.  

2) faktor moral pihak-pihak yang mediator 

Penjelmaan dari nilai-nilai etika dan sikap terpuji yang ada 

dalam perilaku pihak-pihak yang berpengaruh (mediator BPN) 

merupakan cerminan moralitas yang baik bersumber dari ajaran 
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agama. Pada beberapa instansi yang mempunyai wewenang 

untuk menangani kasus, untuk dapat menentukan keadilan yang 

proporsional sekiranya jangan mengenyampingkan faktor moral 

ini. Faktor moral yang dimaksud penulis berkenaan dengan hati 

nurani, karena ketika berbicara tentang keadilan, adil menurut 

pihak (a) belum tentu adil pula untuk pihak (b). 

2. Faktor Eksternal 

Sedangkan yang menjadi faktor luar atau faktor eksternal yang sangat 

mempengaruhi pihak-pihak mediator BPN dalam menciptakan 

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah faktor partisipasi 

masyarakat. Sebab ketika berbicara antara peran BPN (dalam hal ini 

mediator perkara) dan masyarakat yang berperkara, titik pangkalnya 

terletak pada masyarakat itu sendiri. Jadi faktor eksternal yang sangat 

berpengaruh adalah faktor lingkungan masyarakat. Artinya, bila tidak 

adanya pemeliharaan tanah, maka yang menjadi persoalan baru adalah 

adanya penguasaan tanah atau penggarapan tanah yang dilakukan oleh 

pihak yang merasa bahwa tanah yang ia rawat adalah miliknya, karena 

melihat kondisi tanah yang tidak terpelihara atau tidak adanya sebuah 

patok batas yang dipasang. Sehingga cara yang dapat ditawarkan kepada 

masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang timbul di bidang 

pertanahan yaitu adanya alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur 

mediasi. 

5.2 Saran 
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a. Hendaknya BPN dalam mengatasi sengketa tanah yang terjadi lebih 

meningkatkan lagi pelayanan dan kinerja BPN dalam mengurusi pertanahan 

khususnya masalah sengketa tanah, bahkan sangat  perlu juga meningkatkan 

upaya pencegahan terjadinya sengketa tanah. 

b. Pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya perlu memperhatikan dan juga 

mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi yang ditawarkan 

BPN guna dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah yang 

terjadi guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian, dan sebaiknya 

masyarakat ataupun lembaga lainnya agar mendaftarkan tanah hak miliknya 

ke BPN dan juga memasang patok batas, untuk mengurangi terjadinya 

sengketa tanah. 
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